ABSTRAK

Ahmad Fadlan Andriyansyah: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencucian Uang di Polda Jawa Barat dihubungkan dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita hukum yaitu
tercapainya suatu keadilan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana
khusus yang diatur diluar KUHP. Tindak pidana pencucian uang ini diatur didalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Subdit 11 Distreskrimsus
Polda Jawa Barat terkait data tindak pidana pencucian uang menunjukkan kenaikan
kasus. Pada tahun 2020 terdapat 6 kasus, tahun 2021 terdapat 4 kasus, 2022 terdapat 3
kasus dan 2023 terdapat 8 kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak
pidana pencucian uang di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Kemudian untuk
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam proses penegakan
hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Dan upaya yang dilakukan oleh pihak
Polda Jawa Barat dalam menghadapi kendala-kendala dan hambatan pada penegakan
hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di wilayah hukum Polda Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh
Soerjono Soekanto. Dalam teori ini, terdapat aspek-aspek yang dapat mempengaruhi
penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses
penegakan hukum. Sehingga dalam prosesnya pihak kepolisian perlu memperhatikan
faktor-faktor tersebut.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif analisis. Sementara pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini
adalah yuridis empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan cara turun langsung ke
lapangan mengamati permasalahan yang terjadi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Polda Jawa Barat telah melakukan
penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan undang-undang
yang berlaku. Namun, pada prosesnya masih belum efektif jika dikaitkan dengan teori
Soerjono Soekanto. Adapun kendala yang dihadapi yaitu: terbatasnya personil
penyidik tindak pidana pencucian uang, kurangnya anggaran dana, faktor hukum,
sulitnya menelusuri aset harta kekayaan dan faktor masyarakat yang masih belum
mengerti tentang pencucian uang. Dalam menghadapi kendala tersebut Polda Jawa
Barat melakukan beberapa upaya, yaitu: meningkatkan jumlah personil penyidik tindak
pidana pencucian uang, menggunakan anggaran sebaik mungkin, meminta bantuan
kepada Lembaga PPATK dan Interpol Mabes Polri.
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